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BUPATI MAROS 

·  PROVJNSI SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI MAROS 
N O M O R :  1� TA-HvN MlG 

TENTANG 

PENYESUAIAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN MAROS TAHUN 2016-2021 DENGAN 

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAROS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MAROS, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa sehubungan dengan terjadinya perubahan struktur 
organisasi dan tata kerja perangkat . daerah dan 
kewenangan daerah, maka diadakan penyesuaian dengan 
struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah dan 
kewenangan daerah yang 1:Saru sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan; 

b. bahwa dalam rangka memberikan keselarasan dan 
kesinambungan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016-2021 
dengan Organisasi Perangkat Daerah yang baru, serta 
sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 15 Peraturan 
Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Maros Tahun 2016-2021, maka perlu 
dilakukan penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016-2021; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Penyesuaian Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016- 
2021 Dengan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Maros. 

1 .  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah TK. II di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Be bas dari 
J(orupsi, < Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republic. Indonesia Tah�n 1999 �omor 75, Tambahru; () 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); � 
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3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011  Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4815); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
2 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4817); 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015;() 
Nomor 3); :>( 
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1  Tahun 2011  
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 517); 

15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 
Tahun 2010 ten tang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Daerah Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 252); 

16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013- 
2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 
2013 Nomor 10); 

17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan Tahun 2015 Nomor 9); 

18. Peraturan Gubemur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 29 
Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 (Berita 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 29); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 13 Tahun 
2003 tentang · Perencanaan Pembangunan Berbasis 
Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Maras Tahun 
2003 Nomor 39); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Maras Nomor 01 Tahun 
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Maras Tahun 2007 Nomor 
01) ;  

2 1 .  Peraturan Daerah Kabupaten Maras Nomor 02 Tahun 
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Maras Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Maras Tahun 2007 Nomor 02); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Maras Nomor 2 Tahun 2015 
tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan 
Terpadu Kabupaten Maras (Lembaran Daerah Kabupaten 
Maros Tahun 2015 Nomor 2) ; 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2016 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Maros Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 4); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros 

1
0 

Tahun 2016 Nomor 7). '{) 
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MEMUTUSKAN 

PENYESUAIAN 

MENENGAH 

2016-2021 

DAERAH 

PERATURAN BUPATI TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 

DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 

DENGAN ORGANISASI PERANGKAT 

KABUPATEN MAROS. 

Menetapkan 

B AB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1 .  Daerah adalah Kabupaten Maros. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Maros. 

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat 

BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Maros. 

5. Kepala BAPPEDA adalah Kepala BAPPEDA Kabupaten Maros. 

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 

untuk periode 5 (lima) tahun. 

8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah disingkat RKPD adalah dokumen 

perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satultahun. 

9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra 

berisikan program-program indikatif 

� untuk mewujudkan visi dan misi. 

Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 

periode 5 (lima) tahun. 

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja 

Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 

periode 1 ( satu) tahun. 

Strategi adalah langkah-langkah 1 1 .  

10. 



12.  Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah 

Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. 

13 .  Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan 

yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang 

dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan 

tujuan pembangunan daerah. 

14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau 

beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran 

terukur pada suatu program. 

BAB II 

KEDUDUKAN 

Pasal 2 

(1)  RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil 

Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah secara langsung Kabupaten Maras 
periode 2016-2021. 

(2) Perubahan RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2016-2021 dilakukan guna 

menjamin keselarasan dan kesesuaian dokumen RPJMD Kabupaten 
Maras Tahun 2016-2021 dengan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 
yang baru dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 

BAB III 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 3 
(1) Maksud dilaksanakan perubahan RPJMD Kabupaten Maras Tahun 

2016-2021 adalah untuk mengakomodir perubahan Perangkat Daerah 
yang baru dalam rangka pencapaian program pembangunan. 

(2) Tujuan pelaksanaan perubahan RPJMD Kabupaten Maras Tahun 

2016-2021 untuk memberikan masukan dalam rangka monitoring 
pelaksanaan RPJMD dan keselarasan dengan dokumen perencanaan 

tingkat nasional, tingkat daerah. 
BAB IV 

RUANG LINGKUP PERUBAHAN 
Pasal 4 

Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terkait pada 
implementasi program prioritas Perangkat Daerah seperti yang tennuat dalam � 
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Bab VIII tentang Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan 

Pendanaan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Maros Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

B AB V  

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Betita Daerah Kabupaten Maros. 

'• 

Parat 

Sekda 

AsJsten ·· .w 

� 
Kepata Bappeda 

- 
.; 

Kabid/Sekretaris 2 _V 
.  

Diundangkan di Maros 
Pada tanggal 1tt Nollflrllnr P.D/J', 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATJ!31 MAROS, 

� 
- Ir. H. BAHARUDDIN, MM 

Pangkat: Pembina Utama Madya 
Nip. : 19600909 198603 1 029 

Di pkan di Maros 
ada tanggal 1tl NOv�u- Ml� 

MAROS,� 
.,/ 

r- -··-····-··-·----·-----� 

1, 
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BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2016 NOMOR . .  :!.�. 


